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KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim.


Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa setelah melalui proses yang berliku mulai dari pengumpulan data sampai dengan pengetikan dan penyusunan format dalam bentuk laporan, sehingga kami berhasil menyusun laporan dengan judul “Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Ngrancang Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018”.


Laporan ini adalah merupakan bagian dari keinginan kami dalam memvisualisasikan data dan mempermudah akses data yang berhubungan langsung dengan keadaan riil di masyarakat Desa Ngrancang yang menginginkan perubahan yang lebih baik di segala bidang. Arah laju penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa Ngrancang dimasa kini dan masa yang akan datang merupakan pijakan tersusunnya laporan ini.


“Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Ngrancang Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018”, jelas masih jauh dari kata ”sempurna” karena keterbatasan informasi dan data dari dokumen yang merupakan referensi awal laporan ini. 


Meskipun demikian kami meyakini bahwa laporan ini akan membantu memberikan gambaran kegiatan penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan serta Pelayanan Masyarakat Desa Ngrancang Kecamatan Tambakrejo sebagaimana amanah jabatan yang diberikan pada kami.


Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu baik berupa kritik, saran yang membangun yang akan kami jadikan bekal menyusun laporan ini dan lebih - lebih bekal kami dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di desa kami. 
Wassalam.

Ngrancang, 7 Januari 2019
KEPALA DESA NGRANCANG
SUDADI
LAPORAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA (LPPD)
KEPALA DESA NGRANCANG KECAMATAN TAMBAKREJO
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018
BAB I

PENDAHULUAN
A. 
PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan satu kesatuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, berdasarkan Pasal 200 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa “Dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dibentuk Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)”. Seiring dengan hal tersebut, telah terjadi pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan, yakni lebih mengedepankan kepentingan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari paradigma tersebut juga mensyaratkan perlunya penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

Penyelenggaran Pemerintahan Desa merupakan seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya. Akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Aparatur penyelenggara pemerintahan harus mempertanggungjawabkan tindakan dan pekerjaan, baik kepada publik dan lembaga tempat bekerja. Penyampaian akuntabilitas publik, harus dapat menyajikan informasi secara benar dan lengkap untuk menilai apa yang telah dilaksanakan, bagaimana dampaknya, apa saja kendalanya serta bagaimana langkah - langkah atau solusi yang telah diambil dalam rangka penyelesaian masalah dan percepatan pencapaian tujuan.


Beberapa hal yang menjadi prinsip dasar dalam pengaturan desa adalah otonomi yakni pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai - nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif adiminstrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman. 

Disamping itu adalah prinsip demokratisasi, yakni memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diapresiasi melalui BPD dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa. Prinsip - prinsip dasar tersebut yang mengharuskan Kepala Desa sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan desa untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui Camat dan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta penyampaian informasi LPPD kepada masyarakat.


Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum dan Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati / Walikota sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas - tugas dan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota selama 1 (satu) tahun anggaran. 

Oleh karena itu LPPD ini menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Desa Ngrancang Kecamatan Tambakrejo Tahun 2018. LPPD ini adalah merupakan pelaksanaan dari Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Tahun 2018 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Ngrancang Kecamatan Tambakrejo Tahun 2013 - 2018, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Ngrancang Nomor 6 Tahun 2013. 
B. 
DASAR HUKUM
Sebagai dasar dalam penyusunan  Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (LPPD) Desa Ngrancang, Tahun 2018, adalah :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kota di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884 );

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan / Kota Kepada Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;

12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa (ADD) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
15. Peraturan Desa Ngrancang Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJM Desa ) Desa Ngrancang Tahun 2013-2018.
C. 
GAMBARAN UMUM DESA

1. Kondisi Geografis.

Desa Ngrancang merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 4 (Empat) dusun, 24 RT dan 6 RW, yang terletak pada posisi 7 o 21’ sampai 7 o 31’ Lintang Selatan dan 110 o 10’ sampai 111o 40’ Bujur Timur,   Luas  Kemiringan  Lahan Datar 87 %, Gelombang 15 %, Ketinggian (dpl) :16 Hidro, Suhu : 30/30 C, Curah Hujan :2.400 mm, Kelembaban Udara : 30/30 mm, dengan jarak ± 9 Km dari Kecamatan Tambakrejo, ± 52 Km dari Ibu Kota Kabupaten Bojonegoro, ± 132 Km dari Ibu Kota Provinsi Jawa Timur. 


Luas wilayah Desa Ngrancang 475,25 Ha, dengan jumlah penduduk 4.162 Jiwa yang terdiri dari Laki-Laki : 1.981 jiwa,     Perempuan  : 2.181 jiwa, jumlah Kepala Keluarga : 985 KK, dengan batas desa sebelah utara Desa Sukorejo,  Sebelah Selatan Desa Napis Kecamatan Tambakrejo, sebelah timur Desa Tambakrejo dan sebelah barat Desa Jatimulyo,  dengan peruntukan lahan sebagai berikut :

· Pemukiman Umum
:  
0,71,788
Ha. 

· Sawah ½  Teknis
:   0,200,680 Ha.
· Sawah Tadah Hujan
:  
0,200,680 Ha.
· Perkantoran 
:  
1 0,500
M2.
· Sekolah
:  
0 1,2
Ha.
· Jalan 
: 
0  3000
M2.

· Waduk / Rawa
:  
022000 
M2.

· Makam
: 
    3500
M2.

2. 
Kondisi Ekonomi.


Sektor ekonomi penduduk Desa Ngrancang di dominasi oleh Pertanian tadah hujan dengan kondisi geografis daerah ini, dengan sektor Jasa dan perdagangan di nomor berikutnya, serta banyak dari penduduk usia produktif yang merantau ke luar daerah guna mencari mata pencaharian yang lebih baik.
Karena si dominasi oleh sektor pertanian yang notabene baru bisa menikmati hasil setelah 3-4 bulan, maka pendapatan per kapita penduduk Desa Ngrancang masih rendah, di kisaran angka +/- 15 juta per tahun. Hal itu di perparah lagi dengan kondisi cuaca yang tidak menetu.
Oleh karena itu, maka penduduk Desa Ngrancang harus bisa menambah penghasilan di luar dari pertanian, misalnya banyak yang sudah mempunyai hewan ternak sebagai tambahan penghasilan penduduk.
2. Kondisi Pendidikan Penduduk.
Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan mampu membuka lapangan kerja baru.
Adapun Tingkat Pendidikan Penduduk  Desa Ngrancang di Usia produktif rata-rata adalah SLTA, Hal ini disebabkan adanya Bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan sasaran pelajar SLTA. Kalaupun ada yang cuma ber-ijazah SLTP namun itu hanya sebagian kecil saja, hal ini biasanya disebabkan oleh keinginan untuk membantu ekonomi keluarga dengan bekerja di luar daerah.
Kami berharap semoga di tahun-tahun mendatang para orang tua semakin sadar akan pentingnya pendidikan bagi kehidupan anak-anaknya sehingga bisa mendongkrak ekonomi dan pembangunan di desa ini. 
4. Sarana dan Prasarana Desa.


Dalam rangka pemerataan pembangunan desa menuju kemandirian desa dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat melalui pembangunan skala desa. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut diperlukan sumber dana dengan bersumber utama dalam pelaksanaan pembangunan di desa Ngrancang masih mengandalkan Dana Desa ( DD ) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Banyak manfaat yang dihasilkan dari kegiatan tersebut antara lain :
a) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melayani masyarakat desa diharapkan lebih optimal sesuai kewenanganya.
b) Lembaga-lembaga kemasyarakatan didesa dapat meningkatkan kemampuannya dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana desa bersama dengan Pemerintah Desa.
c) Diharapkan dari pelaksanaan pekerjaan di setiap pembangunan sarana dan prasarana pendapatan, kesempatan bekerja masyarakat ada.
d) Partisipasi swadaya dana dan Gotong Royong tenaga/ matrial menjadi lebih optimal.
Berikut Sarana Prasarana yang ada di Desa Ngrancang :
· Kantor Desa
:
0791
Buah. 

· Balai Desa
:  
1101
Buah.

· Gedung SD
:  
0254
Buah.
· Gedung TK
:  
0021
Buah.
· Masjid
:
0064
Buah. 
· Musholla
:
0  17
Buah.
· Polindes 
:
0002
Buah. 
· Panti PKK
:
0001
Buah.
· Poskamling
:
0012
Buah. 
· Jembatan 
:
00  7
Buah.
D. 
RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN


Ruang lingkup penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ngrancang Tahun 2018 meliputi hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan.


Maksud penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini adalah sebagai dasar perumusan kebijakan dimasa yang akan datang sekaligus sebagai dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro guna pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Tujuannnya adalah merupakan kewajiban Kepala Desa sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan sebagai bentuk perrtanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa kepada Bupati Bojonegoro melalui Camat Tambakrejo.
BAB II

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN

A. 
ORGANISASI / PERSONALIA APARATUR PEMERINTAH DESA
	No.
	Nama
	Tempat /

Tanggal lahir
	Jabatan
	Pejabat yang mengangkat

SK Pengangkatan /TMT

Pendidikan Terakhir

	01.
	Sudadi
	Bojonegoro

10/08/1958
	Kepala Desa
	Bupati, 

14/08/2013

141/14/KEP/412.11/2013

SLTA

	02.
	Eni Susiana N,

S. Kep
	Bojonegoro, 27/11/1994

	Sekretaris Desa
	Kepala Desa, 

15/11/2017

141/16/KEP/412.52.03/ 2017, S1 (Strata 1)

	03.
	Sutrisno
	Bojonegoro

23/03/1969
	Kasi Pemerintahan
	Camat,

20/09/1989

141/14/409.552/1989

SLTA

	04.
	M Purnomo
	Bojonegoro

05/04/1972
	Kasi Pelayanan
	Camat 

20/09/1993

141/31/409.552/1993

SLTA

	05.
	Amrullah
	Bojonegoro

30/05/1970
	Kasi Kesra
	Camat

02/04/1993

141/30/409.552./1993

SLTA

	06.
	Tristyo Utomo
	Bojonegoro, 02/05/1988
	Kaur perencanaan & Laporan
	Kepala Desa, 15/11/2017

141/17/KEP/412.51.24. 03/2017

SLTA

	  07.
	Sumiran
	Bojonegoro, 01/01/1986
	Kaur TU & Umum
	Kepala Desa

15/11/2017

141/18/KEP/412.51.24. 03/2017

SLTA

	08.
	Siti Sri Amita
	Bojonegoro, 01/01/1997
	Kaur Keuangan
	Kepala Desa,

15/11/2017

141/19/KEP/412.51.24. 03/2017
SLTA

	09.
	Bayu Dhamar Sasongko, S.E.
	Ngawi

25/04/1977
	Kasun Ngrancang
	Kepala Desa 

12/06/2012

141/5/KEP/412.51.24.03/2012

S1 (Strata 1)

	  10.
	Madhari
	Bojonegoro 08/08/1974


	Kasun Nglombo
	Camat

09/12/1974

141/36.13/409.552/1999

SLTA


	11.
	Sugiyo
	Bojonegoro

23/02/1966
	Kasun Ngrambah
	Kepala Desa 

26/01/2013

141/1/KEP/412.51.24.03/2013

SLTA

	12.
	Ngasrip Diharjo
	Bojonegoro 12/06/1970


	Kasun Ngengo
	Kepala Desa 

26/01/2013

141/1/KEP/412.51.24.03/2013

SLTA


B. 
TUGAS POKOK DAN FUNGSI PERANGKAT DESA :
a. 
Sekretaris desa mempunyai tugas :
· Sekretaris Desa bertugas menjalankan Administrasi Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan di desa serta memberikan Pelayanan Administrasi kepada Kepala Desa;

· Tata Usaha bertugas membantu menjalankan tugas Sekretaris Desa dalam memberikan Pelayanan Administratif kepada Kepala Desa serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Sekretaris Desa :
· Berkedudukan sebagai unsur pembantu pimpinan di bidang ketata usahaan dan memimpin Sekretariat Desa;

· Sesuai dengan kedudukannya tersebut Sekretaris Desa mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan pelayanan di bidang ketata usahaan kepada Kepala Desa;

· Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sekretaris Desa mempunyai fungsi untuk melaksanakan urusan keuangan dan administrasi umum serta melaksanakan tugas Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugasnya;

b. 
Kepala Dusun mempunyai tugas :
· Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya;

· Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dusun :
· Melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan serta Ketentraman dan Ketertiban diwilayah kerjanya;

· Melaksanakan Peraturan Desa di wilayah kerjanya;

· Melaksanakan kebijaksanaan dan Keputusan Kepala Desa;

c. 
Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

· Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, mencatat kegiatan monografi desa ;

· Mengerjakan administrasi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa ;

· Menyusun rencana keuangan ;

· Mencatat kegiatan politik ;

· Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa ;
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Pemerintahan :

· Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, mencatat kegiatan monografi desa ;

· Mengerjakan administrasi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa ;

· Menyusun Rencana Keuangan ;

· Mencatat kegiatan politik ;

d. 
Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas :

· Melaksanakan administrasi pembangunan ;

· Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan ;

· Melaksanakan perencanaan dan pencatatan dalam pembuatan daftar usulan rencana proyek ;

· Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa ;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Kesejahteraan Masyarakat :
· Pengolahan data dan evaluasi pembangunan ;

· Pengembangan dan pencatatan swadaya masyarakat dalam pembangunan ;

· Penyusunan rencana pembangunan dan pembuatan daftar usulan rencana proyek ;

· Penyusunan pencatatan inventarisasi proyek ;
e. 
Urusan Keuangan mempunyai tugas :

· Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan ;

· Melaksanakan pencatatan administrasi penerimaan dan pengeluaran keuangan ;

· Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa ;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Urusan Keuangan :

· Mencatat administrasi keuangan Pajak Bumi dan Bangunan ;

· Mencatat administrasi penerimaan Dana Perimbangan Desa ;

· Mencatat administrasi penerimaan Tunjangan Aparatur Pemerintahan Desa ;

· Mencatat Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Belanja Desa (APBDes) ;

· Menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (LPJ) rutin ;

f. 
Urusan Umum mempunyai tugas :

· Melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan ;

· Melaksanakan kegiatan pencatatan surat masuk dan surat keluar ;

· Melaksanakan kegiatan rapat, kebersihan dan tata laksana kantor desa ;

· Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Urusan Umum :
· Mengirim surat dan mencatat surat - surat keluar dalam buku ekspedisi ; 

· Mencatat surat masuk dan keluar dalam buku agenda ;

· Menyiapkan tempat rapat ;

· Mengadakan kebersihan kantor dan balai desa ;

g. 
Seksi Pelayanan mempunyai tugas :
· Melaksanakan kegiatan pencatatan keadaan sosial dan kesejahteraan rakyat / masyarakat ;

· Melaksanakan inventarisasi di bidang pendidikan, kesehatan dan keagamaan ;

· Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa;

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Pelayanan :

· Penyusunan data keadaan sosial dan kesejahteraan rakyat / masyarakat serta fakir miskin dan orang terlantar;

· Pencatatan penduduk yang menyandang Tuna Karya, Tuna Wisna, Tuna Susila, Para Penyandang Cacat Mental maupun Fisik ;

· Penyelenggaraan keagamaan meliputi PHBI, Zakat, Infaq dan shodaqoh ;

· Pelaksanaan kegiatan pencatatan bagi para Jama’ah Haji ;

· Penyusunan data dan pengembangan sarana prasarana  Keagamaan ;

· Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR);

· Pencatatan perkembangan pendidikan dan pelatihan ;

· Pengurusan perawatan jenazah dan pemeliharaan tempat Pemakaman Umum;

h.     Urusan Perencanaan dan Laporan mempunyai tugas :
·     Menyusun rencana kerja tindak lanjut program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan kerja;
·     Mempersiapkan bahan-bahan dan materi serta menyusun rencana kebutuhan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan;

·     Mengelola dan mengarsipkan dokumen perncanaan, yaitu RPJMDes dan RKPDes;

·     Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan realisasi APBDes semester dan tahunan;

·     Menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa

·     Mengkoordinasikan penyusunan laporan program dan kegiatan dalam lingkup desa;

·     Membuat rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi program kegiatan APBDes yang sedang berjalan kepada sekretaris desa;

·     Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa;

·     Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa
C. 
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
	No.
	Nama
	Jabatan
	Alamat

	1.
	Maryadi
	Ketua
	RT 04/01

	2.
	Siyan
	Sekretaris
	RT 11/03

	3.
	Dariyanto
	Bendahara
	RT 08/02

	4.
	Sumargi
	Seksi Kesejahteran Sosial
	RT 09/02

	5.
	Mintono
	Seksi Keamanan & Ketertiban
	RT 14/04

	6.
	Joko Purnomo
	Seksi Pendidikan & Olaharaga 
	RT 02/01

	7.
	Padi
	Seksi Koperasi
	RT 12/03

	8.
	Maskamah
	Seksi Kesehatan & KB
	RT 01/01

	
	
	
	


D. 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
	No.
	Nama
	Tempat / Tanggal lahir
	Jabatan
	Alamat

	1.
	Suminto
	Bojonegoro, 02/06/1970
	Ketua
	RT 04 / 01

	2.
	Hari Andik P.
	Bojonegoro, 23/11/1980
	Wakil Ketua
	RT 08 / 02

	3.
	Siswanto
	Ngawi, 08/08/1980
	Sekretaris
	RT 21 / 06

	4.
	Sutrisno 
	Bojonegoro, 01/11/1971
	Anggota
	RT 16 / 04

	5.
	Sudarno
	Bojonegoro, 22/12/1978
	Anggota
	RT 18 / 05

	6.
	Supyan
	Bojonegoro, 19/06/1967
	Anggota
	RT 01 / 01

	7.
	Sudarminto.
	Bojonegoro, 13/06/1980
	Anggota
	RT 11 / 03


E. 
PERATURAN DESA / KEPUTUSAN DESA YANG DIHASILKAN 
a. PERATURAN  DESA
	No.
	Jenis 
	Tentang
	Tgl. Diterbitkan

	1.
	Peraturan Desa No. 1
	Siltap, Tunjangan Pemerintahan Desa
	3 Januari  2018

	2.
	Peraturan Desa No. 2
	Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa
	3 Januari  2018

	3.
	Peraturan Desa No. 3
	Pertanggung Jawaban APBDes 2017
	5 Januari  2018

	4.
	Peraturan Desa No. 4
	RPJM-Des 2018-2024
	16 Agustus 2018

	5.
	Peraturan Desa No. 5
	RKP-Des 2019
	27 Agustus 2018

	6.
	Peraturan Desa No. 6
	Pembentukan BUMDes
	27 Agustus 2018

	7.
	Peraturan Desa No. 7
	Perubahan APBDes 2018
	18 Oktober 2018

	8.
	Peraturan Desa No. 8
	APBDes 2019
	6 Desember 2018

	9.
	Peraturan Kepala Desa No. 1
	Perubahan P-APBDes 2018
	31 Desember 2018


b. KEPUTUSAN KEPALA DESA
	No.
	Surat Keputusan No.
	Tentang
	Tgl. Diterbitkan

	1.
	Nomor 1
	Pengangkatan Bendahara Desa
	2 Januari  2018

	2.
	Nomor 2
	Pengangkatan Operator Desa
	2 Januari  2018

	3.
	Nomor 3
	Penunjukan Bank Jatim
	3 Januari  2018

	4.
	Nomor 4
	Susunan Tim Pengelola Keuangan Desa
	3 Januari  2018

	5.
	Nomor 5
	Pengangkatan Satlinmas
	24 Januari  2018

	6.
	Nomor 6
	Pengangkatan Operator SIKS-NG
	24 Januari  2018

	7.
	Nomor 7
	Pembentukan Tim Pelaksana Pendistribusian SPPT-PBB
	1 Maret 2018

	8.
	Nomor 8
	Pembentukan Timlak Bid. Pemerintahan
	27 Pebruari 2018

	9.
	Nomor 9
	Pembentukan Timlak Bid. Pembinaan Kemasyarakatan
	27 Pebruari 2018

	10.
	Nomor 10
	Pembentukan Timlak Bid. Pembangunan
	27 Pebruari 2018

	11.
	Nomor 11
	Pengangkatan Petuugas Penjaga Makam (Kepolo Kubur)
	1 Maret 2018

	12.
	Nomor 12
	Pengangkatan Pengajar PAUD
	1 Maret 2018

	13.
	Nomor 13
	Pengangkatan Pengajar TPQ
	1 Maret 2018

	14.
	Nomor 14
	Pembentukan Kelompok Wanita Tani (KWT)
	26 Maret 2018

	15.
	Nomor 15
	Pembentukan Kepengurusan BUMDes
	4 Juni 2018

	16.
	Nomor 16
	Pengangkatan TIM TEKNIS DESA
	26 Juli 2018

	17.
	Nomor 17
	Pemberhentian Pembantu Kaur Kesejahteraan (a.n. SUPARMAN)
	17 Agustus 2018

	18.
	Nomor 18
	Pengangkatan Staf Kasi Pelayanan (a.n. JOKO ARIADI)
	18 Agustus 2018


F. 
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 
Sesuai PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa pasal 67 disebutkan bahwa ;
· Penyelenggaraan urusan Pemerintah Desa yang menjadi Kewenangan Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Bantuan Pemerintah dan Bantuan Pemerintah Kabupaten.
· Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
· Penyelenggaraan urusan Pemerintah Pusat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa didanai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.
· Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, dan Keuangan Desa merupakan bagian dari Proses Musrenbangdes. 
· Kebijakan Pemerintah desa Ngrancang dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan desa yang ada dengan Pendapatan Asli Desa. Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Ngrancang sebesar Rp. 100.616,700 (Seratus Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah). sedangkan Pendapatan Desa yang lainnya tidak ada. Untuk Operasional kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. 


Untuk itu Harapan dari Pemerintahan Desa Ngrancang masalah dana - dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus diperbesar untuk menyelesaikan beberapa kegiatan pembangunan- pembangunan baik yang fisik maupun non fisik. Semua kegiatan pembangunan desa harus sepenuhnya didukung oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri.
a. 
Pengelolaan Belanja Desa.
Belanja Desa Ngrancang terdiri sumber Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa ( ADD ) dan Dana Desa (DD) dan Bantuan Keuangan Lain yang sumber dananya dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. 
Untuk dipergunakan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung komposisinya adalah :
a. 
Belanja Langsung terdiri dari :
· Belanja Pegawai / Honorarium 

· Belanja Barang / Jasa

· Belanja Modal

b. 
Belanja Tidak Langsung 

· Belanja Pegawai ( Penghasilan Tetap Perangkat yang berasal dari Bengkok)

· Belanja Subsidi

· Belanja Hibah

· Belanja Bantuan sosial

· Belanja Bantuan Keuangan

· Belanja Tidak Terduga 

b. 
Pengelolaan Pembiayaan

Semua sumber pembiayaan didanai sepenuhnya dengan dana Pendapatan Asli Desa,Swadaya masyarakat dan didukung dengan Alokasi Dana Desa, Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Pengelolaan pembiayaan Belanja Desa dituangkan dengan APBDesa yang disusun bersama dengan Lembaga-lembaga Desa yang terdiri dari Unsur Pemerintah Desa, BPD, Tokoh masyarakat, tokoh perempuan, Tokoh Agama serta unsure Petani yang telah mendapatkan persetujuan peserta Musrenbangdes / masyarakat yang ditetapkan dalam Berita Acara Musrenbangdes tahun 2017 yang lalu. Pembiayaan semua Pelaksanaan pembangunan ini dikelola oleh Bendaharawan Desa, oleh Tim Teknis, Tim Pelaksana Kegiatan Pemerintahan dan Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Kebijakan umum Anggaran baik Langsung maupun tidak langsung sepenuhnya mengacu pada kemampuan keuangan Desa Ngrancang yang tertuang dalam APBDes yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan hasil Musrenbangdes dan skala prioritas.

Kegiatan - kegiatan ini dilakukan dengan melihat Indeks anggaran kegiatan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah. Mengingat dana yang ada di Alokasi Dana Desa merupakan dana Stimulan yang harus didukung dengan Pendapatan Asli Desa serta partisipasi masyarakat sepenuhnya. Karena Prinsip Pembangunan Desa adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan semata - mata untuk kesejahteraan masyarakat Desa Ngrancang khususnya. Program - program pembangunan Desa dilakukan dengan usulan - usulan dari tingkat RT yang di musyawarahkan dan ditampung pada kegiatan Musyawarah Desa / Musrenbangdes.  Semua program kegiatan ini dijadikan Bank Data Kegiatan pembangunan berkala (terlampir pada lampiran jenis kegiatan Pembangunan Desa Ngrancang. Kegiatan pembangunan fisik untuk Desa Ngrancang masih sekitar sarana dan prasarana Pemerintahan, Perhubungan dan Pertanian yang mengacu pada Dokumen Musrenbangdes. Mengingat bahwa Desa Ngrancang merupakan desa yang potensial  maka kegiatan sarana dan prasarana masih menjadi prioritas ataupun agenda kegiatan pembangunan fisik desa, yang pelaksanaannya sepenuhnya oleh masyarakat itu sendiri. 

Dari Pemerintah Desa hanya menampung / jembatan penghubung kemudian usulan tersebut di masukan dalam Agenda Pembangunan. Dan yang lebih penting lagi adalah melihat Keuangan yang ada. Karena Faktor ini mendukung sepenuhnya berbagai kegiatan yang ada. 
Setelah semua kegiatan sarana dan prasarana desa sukses dilaksanakan, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan Non fisik dalam desa Ngrancang (tertuang dalam Dokumen Musrenbangdes). Semua Program ini sukses sepenuhnya harus didukung dengan Profesional dan tidak melanggar ketentuan. Karena semua kegiatan ini harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak khususnya Masyarakat, instansi - Instansi terkait yang ada serta Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada umum.
BAB III

ARAH DAN KEBIJAKAN YANG TELAH DI TEMPUH

A. 
PROGRAM PEMBANGUNAN DESA. 

1. 
Program Jangka Menengah Desa.

Program Jangka Menengah Desa Ngrancang tercantum dalam RPJMDes sebagai pedoman program kerja pemerintah Desa Ngrancang ini dilakukan oleh lembaga-lembaga tingkat Desa dan seluruh warga masyarakat Ngrancang maupun para pihak yang berkepentingan. RPJM Desa adalah pedoman program kerja untuk masa lima tahun yang merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa depan oleh segenap warga masyarakat Desa Ngrancang. Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Ngrancang merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap lima tahun sekali. Cita-cita masa depan Desa Ngrancang disebut juga sebagai Visi Desa Ngrancang.
Walaupun visi Desa Ngrancang secara normatif menjadi tanggung jawab kepala Desa, namun dalam penyusunannya melibatkan segenap warga Ngrancang melalui rangkaian panjang diskusi-diskusi formal dan informal. Visi Desa Ngrancang semakin mendapatkan bentuknya bersamaan dengan terlaksananya rangkaian kegiatan dan musyawarah yang dilakukan untuk penyusunan RPJM Desa tahun 2013-2018. Dalam momentum inilah visi Desa Ngrancang yang merupakan h arapan dan doa semakin mendekatkan dengan kenyataan yang ada di Desa dan masyarakat. Kenyataan dimaksud merupakan potensi, permasalahan, maupun hambatan yang ada di Desa dan masyarakatnya, yang ada pada saat ini maupun ke depan.

Bersamaan dengan penetapan RPJM Desa Ngrancang, dirumuskan dan ditetapkan juga Visi Desa Ngrancang sebagai berikut : 
"MEWUJUDKAN  DESA NGRANCANG  MENJADI DESA MANDIRI, DENGAN PELAYANAN  PROFESIONAL  DALAM MENDUKUNG TERWUJUDNYA BOJONEGORO SEBAGAI LUMBUNG PANGAN DAN ENERGI NEGERI DAN MAMPU BERKEMBANG SECARA BERKESINAMBUNGAN DIKENAL SECARA REGIONAL MAUPUN NASI0NAL"

2. Program Jangka Pendek (RKPDes).
Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Ngrancang Kecamatan Tambakrejo pada tahun anggaran 2018 (Jangka Pendek ) adalah  Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat dalam jangka waktu 1 (satu ) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMDes hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya yang pendanaannya bersumber dari APBDes Desa Ngrancang Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro. 
Adapun Program Jangka Pendek tahun 2018 yang sudah dilaksanakan diantaranya adalah sebagai berikut :
· Pembangunan Jalan Pedel RT 4, 8, 10, 14, 15, 16 dan 18 (DD)
· Pembangunan Jalan Paving RT 4, 11 (DD)
· Pembangunan Teras Kantor Babinkamtibmas (DD)
· Perbangunan Jalan Makadam RT 23-24  (DD)
· Pembangunan Jalan Paving RT 11 (BHPD)
B. 
PENINGKATAN PELAYANAN MASYARAKAT


Usaha guna meningkatkan pelayanan masyarakat, Kami beserta semua Perangkat Desa sudah berupaya semaksimal mungkin melayani masyarakat dengan baik (berusaha melayani kebutuhan masyarakat selama 24 jam). Adapun Usaha-usaha yang telah kami lakukan guna memperlancar pelaksanaan tugas adalah berusaha meningkatkan kemampuan dan kapasitas SDM aparatur dengan mengikut sertakan pada Bimbingan Teknis dan pelatihan / pembekalan pada jenjang dan ada selama ini baik tingkat kabupaten, Kecamatan bahkan di tingkat desa pun kami telah melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas dengan mengadakan kursus komputer bagi semua perangkat desa. Melengkapi sarana dan prasarana kerja baik peralatan administrasi maupun peralatan komputer berbasis internet (modem) berikut lengkap dengan alat cetaknya. 

C. 
MELAKSANAKAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DESA.


Penyelenggaraan Pembangunan Desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan maupun indeks pembangunan manusia. Dalam penyelenggaraan pembangunan desa, kami mengacu pada RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yang telah kami terbitkan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2013 tentang RPJMDes Desa Ngrancang Tahun 2013 - 2018 dan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2018. 


RPJMDes Desa Ngrancang diarahkan untuk memberikan fokus yang semakin jelas dan tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat adanya pembangunan yang dilaksanakan. Untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan langkah yang kami lakukan adalah Mendorong Pembangunan Partisipatif  Masyarakat dan menumbuhkan semangat (rasa) memiliki dan bergotong-royong antar warga masyarakat.
1. 
Melaksanakan Tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kami selalu berpedoman pada pelaksanaan tugas program - program pembangunan yang dibebankan kepada kami dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah kabupaten / Kecamatan dan dinas / instansi di semua tingkatan. Tugas - tugas yang kami laksanakan tentunya mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Tehnis Operasional (PTO) yang diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Program-program pembangunan diantara adalah :

· Melaksanakan program KB secara mantap;
· Meningkatkan Kewaspadaan Nasional;
· Wajar 12 Tahun dan KF ( Buta Aksara);
· Pemerataan Sarana ODF bagi masyarakat;
· Pavingisasi Jalan Poros & Jalan Lingkungan;
· Penanaman Intensifikasi Tanaman Pangan (Intap);
· Peningkatan Sarana Prasarana Bidang Keagamaan, Kesehatan, Pendidikan, Pertanian,  Koperasi dan Simpan Pinjam.;
· Penguatan Kapasitas Kelembagaan seperti : Aparatur, BPD, LPMD, PKK, dan Karang Taruna.
2. 
Tugas Pembantuan


Penyelenggaraan pemerintahan Desa tidak lepas dari Pembinaan dari Pihak Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten. Sesuai dengan kedudukanya Pemerintah Desa merupakan pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan. 

Dalam pelaksanaan kegiatanya tugas - tugas pembantuan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan sesuai kewenanganya, karena desa sesuai peraturan yang ada merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan penyelenggaraan tugas umum diantaranya pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi terkait.


Dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten. Pelaksanaan kegiatan tersebut, di desa Ngrancang berpedoman pada kebijakan Pemerintah Kabupaten. Karena pemerintahan desa melaksanakan kegiatannya mengacu pada Peraturan perundangan Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan dalam desa pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Desa. Dalam melaksanakan kegiatan Peraturan Desa kegiatanya tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam melaksanakan suatu Peraturan, permasalahan pasti timbul karena dalam pelaksanaannya terkadang ada sebagian masyarakat yang belum mengerti dan memahami peraturan tersebut. Pelaksanaan Kegiatan desa saat ini masih difokuskan ke Infrastruktur / sarana dan prasarana masyarakat karena kegiatan ini merupakan skala prioritas desa. Setelah kegiatan sarana dan prasarana fisik Desa dilaksanakan semua, barulah direncanakan kegiatan sektor Pertanian terpadu, ekonomi masyarakat dan Lingkungan penduduk, kegiatan pemugaran rumah tidak layak huni dan yang lainnya. Untuk Pertanian dengan dibangunnya  saluran irigasi, di bantunya alat pembuatan pupuk organik, permodalan usaha tani dan lain sebagainya
3. 
Tugas Pembantuan Yang Diberikan


Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa semua pekerjaan yang telah tertuang dalam APBDesa maupun RPJMDes dalam pelaksanaannya banyak membutuhkan bantuan informasi dari Instansi terkait. Karena dalam teknis pelaksanaannya sering sekali informasi tersebut dibutuhkan karena menyangkut bidang pelayanan pada masyarakat, bahkan juga dana dana yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Anggaran dan yang lainya.
Pelaksanaan Anggaran desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, dalam perencanaan mengandung arti bahwa anggaran desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya pengawasan diartikan bahwa anggaran desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja / mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. Anggaran desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah desa menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian desa .

Di Desa Ngrancang pelaksanaan semua perencanaan dilaksanakan oleh perangkat dan Lembaga desa yang berkepentingan dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Untuk mengantisipasi semua pelaksanaan perencanaan yang tidak berhasil, maka pihak Pemerintah Desa mengadakan Koordinasi dengan Instansi Pemerintah Daerah yang berkepentingan untuk mendukung kegiatan desa tersebut.

Keuangan desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. 

Serta dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBDes yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan desa. Kepala Desa selaku kepala pemerintah di Desa Ngrancang adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa. Kewenangan kekuasaan pengelolaan keuangan desa adalah:
· Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;

· Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa;

· Menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang milik desa;

· Menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;

· Menetapkan petugas yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan desa;
· Menetapkan petugas yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang di desa;
· Menetapkan petugas yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik desa;

Pada akhir tahun Anggaran 2018 sumber dan pendapatan desa dalam Anggaran Perhitungan tercatat sebesar Rp. 1.949.698.900,00 ( Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah ).

Dari Realisasi Pendapatan diatas, masih banyak pekerjaan fisik yang belum dilaksanakan sehingga Realisasi kekurangan dalam Anggaran untuk belanja desa dan akan kami anggarkan kembali pada tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan adnya perubahan anggaran dana yang diterima dari pemerintah. 
4. 
Melaksanakan Tugas Dalam Rangka Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat. 

Keberadaan program-program fisik sarana prasarana yang kami upayakan pembangunannya, namun tak kalah pentingnya juga memberikan rasa aman, perlindungan, pengayoman kepada masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dengan aktifnya kegiatan Poskamling di 24 RT, dimana kegiatan ini dimaksudkan dapat menumbuhkan kebersamaan dan menjaga lingkungan sekitar masing-masing dari   hal-hal yang tidak diinginkan.

Disamping peranan Siskamling dimaksud diatas Desa Ngrancang juga memiliki      1 (satu) peleton yang beranggotakan 31 Orang Linmas yang setiap saat dibutuhkan untuk tugas pengamanan membantu aparat Desa, Kepolisian ataupun Kecamatan dan Dinas / Instansi diatasnya siap melaksanakan tugas membantu melaksanakan perlindungan masyarakat .

Di Desa Ngrancang memiliki 12 Poskamling yang berada di masing - masing RT, yang dilengkapi dengan kentongan tanda bahaya dan jadwal petugas Siskamling yang secara bergiliran melaksanakan tugas ronda. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

5. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana



Pelaksanaan penanggulangan bencana di desa Ngrancang telah dibentuk Tim yang bertugas mengkoordinir penanganan bencana alam dan sejenisnya dengan instansi yang terkait. Anggota tim terdiri dari Linmas, Perangkat Desa, Lembaga Desa, Bidan Desa dan Tokoh Masyarakat. Koordinasi dilakukan dengan melihat jenis bencana yang terjadi. Apabila bencana alam tersebut terjadi dan tidak bisa bisa diatasi oleh pihak Tim Desa maka pihak desa berkoordinasi dengan pihak Kecamatan untuk diteruskan ke Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana di Kabupaten Bojonegoro. 



Penanganan tanggap darurat bencana tersebut harus melihat status bencana dan serta bahaya dan penanggulangannya. Dalam keadaan demikian Koordinasi dengan instansi terkait sangat diperlukan. Ada 2  (dua) hal yang sangat diperlukan dalam tanggap darurat bencana dalam menghadapi kemungkinan buruk terjadi bencana diantaranya :
a. 
Sumber dan Jumlah Anggaran.
Dalam penanganan semua Bencana Alam memerlukan biaya,  di Desa Ngrancang Anggaran untuk penanganan bencana dituangkan kedalam APBDes tetapi belum dianggarkan . Namun apabila terjadi bencana Pemerintah Desa akan Mencairkan karena keadaan darurat, dana yang diambil sumbernya dari Pendapatan Asli Desa. Dan apabila terjadi dan tingkat kerusakan bencana tersebut besar maka biaya penanganan tersebut diserahkan pada Pihak Kabupaten.  

b. 
Antisipasi Desa.

Dalam mengantisipasi kejadian bencana alam Tim Penanggulangan Bencana  Desa Ngrancang menyediakan alat tanda bahaya Kentongan dan peralatan sederhana lainya.  Ketua RT diwajibkan melapor apabila terjadi bencana alam maupun bencana yang lainya kepada Linmas atau Aparat Desa setempat dan dilaporkan kepada Instansi terkait. 

BAB IV

HASIL KEGIATAN PEMERINTAH DESA YANG TELAH DICAPAI


Kegiatan pembangunan yang kami laksanakan secara kontinyu membuahkan hasil yang dapat dirasakan oleh seluruh warga Desa Ngrancang Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro seperti terpenuhinya 3 (tiga) aspek kebutuhan dasar masyarakat yaitu :
1. 

Peningkatan Mutu Pelayanan Kebutuhan Dasar Masyarakat antara lain :

· Wajib Belajar 9 Tahun dan Bebas Buta Aksara (Program KF).
· Penyediaan dan revitalisasi MCK dan Bantuan Jamban Keluarga (Program ODF).

· Pelayanan kesehatan gratis di Poskesdes.

· Revitalisasi Posyandu dan PKK.
2. 
Optimalisasi Potensi Pertanian.

· Memanfaatkan lahan pekarangan untuk tanaman sayuran (Program      Intap).
· Perbaikan saluran irigasi dan pengerukan waduk / rawa.

· Penyediaan Bibit Unggul dan Pupuk yang memadai.

· Intensifikasi Pertanian dan Perbaikan Pola Tanam.

· Program bantuan benih, obat-obat pertanian, pupuk dan modal pertanian bagi RTSM.
3. 
Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan mikro.

· Membina dan mengembangkan kelompok-kelompok simpan pinjam khususnya simpan pinjam bagi kelompok PKK.

· Mengupayakan kerjasama dengan pemodal, pelaku pasar dan sumber bahan baku.

· Meningkatkan ketrampilan usaha melalui pelatihan kewirausahaan.

BAB V

MASALAH YANG DIHADAPI DAN LANGKAH YANG TELAH DITEMPUH

A. 
PERMASALAHAN


Dalam perjalanan roda pemerintahan dan pembangunan pada tahun anggaran 2018, sejujurnya dapat kami sampaikan masih banyaknya masalah - masalah yang kami hadapi diantaranya : 
· Infrastruktur jembatan Dusu Ngengo yang masih banyak yang rusak 
· Penataan lingkungan yang masih harus banyak perhatian.

· SDM masyarakat dan ketenagakerjaan.

· Kurangnya sarana pertanian, ekonomi & koperasi, pendidikan, agama, sosial dan budaya.
· Swadaya masyarakat masih kurang bisa diwujudkan.

Semua tumpukan masalah diatas secara perlahan namun pasti akan kami tangani dan kami carikan solusi pemecahannya dengan mengumpulkan segenap potensi yang bisa kami kembangkan, dan tumbuhnya kemandirian masyarakat desa kami dalam melaksanakan pembangunan partisipatif yang mengedepankan kemampuan lokal, ditambah dengan uluran bantuan dari Pemerintah diatasnya.

B. 
LANGKAH-LANGKAH YANG TELAH DITEMPUH
· Menjaga siklus ritme kehidupan warga masyarakat yang relatif terjaga adat istiadatnya.

· Uri-uri kabudayan (melestarikan kebudayaan).

· Mengembangkan budaya gotong-royong sesama warga masyarakat.
· Perilaku hidup sehat, dan berfikir dinamis sesuai dengan perkembangan.
· Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta  monitoring dan evaluasi pembangunan desa.
· Mengembangkan dan meningkatkan pendapatan dengan usaha kecil / mikro,  serta mengembangkan cara bertani yang diwariskan secara turun-temurun dengan peningkatan kwantitas dan kwalitas produksi pertanian.
· Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan desa.
BAB VI

PENUTUP


Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang kami sajikan ini masih sangat jauh dari kata “sempurna” dan kami mengakui banyak kekurangan - kekurangan baik penyampaian data maupun tulisan bahkan mungkin penggunan bahasa yang kurang tepat, Untuk itu kami mohon petunjuk, kritik dan saran dari semua pihak agar dalam penyusunan laporan di masa yang akan datang bisa lebih baik dan penyajian yang lebih menarik. 

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Dibuat di       :                 Ngrancang
Pada Tanggal:          7 Januari 2019


KEPALA DESA NGRANCANG
                 SUDADI
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